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ITTTUA KOMISI PEMILIIIAIT T'MUM ITABI'PATTIV BLORA

Menimbang a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan
Pasal 4O ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015
tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hunrf a, dan huruf b perlu
menetapkan Syarat Perolehan Kursi atau Suara
Sah Bag Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik Untuk Mengajukan Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Blora Tahun 2015.

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentrrkan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
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Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Bcritt llc1rn
Republik Indonesia Tahun 195O Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO8 tcrrrtenl
Partai Politik sebagaimana telah diubah dengen
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O11 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor E,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonede
Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor L5 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 1Ol,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5246);

6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2Ol2 tentan;g
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor ll7,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5316) ;

7. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2O14
tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15
(kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679
Tahun 2015);

8. Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor I Tahun 2Ol4 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 23,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2O15 (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5678);
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 8E
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Loltnbtttrll
Negara Repubtik Indonesia Tahun 2OO5 llom
140, Tambahan l,embaran Negara nepubf,L
Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun.
2OL5 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil
Walikota;

11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum,
Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2O11'
Nomor 1 Tahun 2Ol2 tentang Kode Etik
Penyelenggara Pemilihan Umum;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor O5

Tahun 2OO8 tentang Tata Ke{a Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor O1

Tahun 2010;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor O6

Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22
Tahun 2O08;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2

Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan
Wakil Walikota;

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9
Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota.
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Memperhatikaa: 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ihbupaten
Blora Nomor : 51 I A/ Tahun 2014 Tentang
Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungsn
Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Angota
DPRD Kabupaten Blora dalam Pemilu Tahun
2014;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum lhh.rprten
Blora Nomor : 56 I Al Tahun 2014 Tenterry
Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Pemililrgr
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Drcrrtt
Kabupaten Blora Tahun 2Ol4 Di Setiap Dacr*r
Pemilihan;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum I(abupch
Blora Nomor : 1 6/ Kpts/ KPU -Kab-O 12329367 I 2OLs
Tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadrrl
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Blora Tahun 2015;

4. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Blora tanggal 23 Mei 2015.

Menetapkan I(TPUTUSAI{ KOMISI PEUILIHAN T'UUI
I(ABT'PATEI{ BLORA TENTAITG PEITETAPA'
SYARAT PEROLEHAIT KT'RSI DAIT SUARA SAII BAOI
PARTAI FOLITIK ATAU GABT'I{GAIT PTRTAI
PIOLITIK UNTUK MENGA.,I,XA.!T PASA'IIGAII CAIOII
BUPATI DAN trIAIgL BT'PATI DAL,A}I PEUIIIHAT
BT'PATI DAN WAXIL BI'PATI BIDRA TAHI'IT 2016

KESATU Penetapan Syarat Perolehan Kursi dan Suara Sah bagi

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk
Mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora

Tahun 2015;

Penetapan Syarat Perolehan Kursi sebagaimana

dimaksud pada Diktum KESATU adalah paling sedikit

20 Vox 45 kursi = 9 (sembilan) kursi;

KEDUA

METIUTUSKAIf :
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KETIGA Syarat Perolehan Suara Sah sebagnimena dimaksud

pada Diktum KESATU adalah pelirg sedikit

25 o/o x 5O5. 146 sua.ra = L26.286,5 (seratur due puluh

enam ribu dua ratus delapan puluh enam komo lima)

suara y€rng dibulatkan ke atas menjadi 1s.287

(seratus duapuluh enam ribu dua ratus dchean

puluh tujuh) suara;

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

: Blora
: 23 Mei 2015

XETUA KOuISI PETILIIIAIf I'TUI
KABI'PATEIY BI-RT!

ttd

ARIFIN

salinan sesuai dengan aslinYa
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

UPATEN BLORA
Bagian Hukum
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